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RAPOR EKSEKUTIF {PERIDDE 2004-200%)
I. PENDAHULUAN

Ot neger ind, korupsi menipakan penyakit endemik yang sulit untuk disembuhkan. Banyak yang
menyelut bahwa korupsi sudah merambah ke semua Iini kehidupan bangsa. Karena fulah tak
mengherankan jika indeks persepsl korupsi (1P Indonesia dan lahun ke fahun tak juga
membaik. Fada tabun 2003, dengan IPK 1,9, Indonesia tercatat sebagar negara terkorup ke-6 i
dunia (dari 133 negara}. Sementara tahun 2005, IPK kita adalzh 2,2 {urdtan ke-140 dan 158
negara) dan tahun 2006, naik menjadi 2,4 (unrtan ke-134 dan 163 negara).

Di tahun berikutnya, 2007, IPK Indonesia kembali naik menjadi 2,7. Perdzhan namun pasti, IPK
neger ini kembali merambat nak 0.3 atau menjadi 2 ,9 pada fahun 2008, Namun demikian,
kenzikan IPK lersebut harus disikapi secara bijak. Dalam hal ini, tingginya IPK pada
kenyzatannya tak selau berbanding lurus dengan upaya pemberantasan korupsi di dalam negen,
Buktinya, maski IPK terus menanjak, persoalan korupsi masih saja ramai. Di sisi lain, sy dan
masalah mafia peradilan juga tetap saja balurn bisa diatasi.

Pada tahun 2004, Indonesia melalui pasangan Presiden dan Waki Presiden terpilih, Susile
Bambang Yudhoyono [SBY) dan Justf Kalla (JK berikrar untuk mempencepal pemberantasan
korupsi. Di bawsh kepemimpinan keduanya, upaya pemberantasan korupsi di negen ini
mengalami ssjumiah kemajuan. Beberapa kasus kompsi yang sebelumnya tak tersentuh
akhimya mulai disidangkan.

Mamun, di saat yang bersamaan, 1ak sedikil kebijakan pemeinlah yang dinilai menggembos!
langkzh pemberantasan korupsi. Hal tersebut fentu 3aja kontradiltf dengan spit yang
digembar-gemborkan sang Presiden.

Berkaftan dengan hal di atas, PuKAT Korupsi FH UGSM menyusun laporan bertajik “Rapor
Eksetuif dalam Pemberantasan Koripsi Periode 2004-2009". Laporan ini merupakan catatan
sakaligus evaluasi alas kebilakan dan upaya pemearintah dalam memberantas korupsi sepanjang
lima tahun terakhir. Khususnya dalamhal ini pemberantasan korupsi di bawah duet SBY-JK.

Ekselutif

Sebelum penelitian ini melangkah lebih fauh, perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
eksakutf dalam laporan inl adalsh Presiden besera jajeran yang ada di bawahnya. Termasuk
dalam hal ini adalah Wakit Presiden dan juga para memter selaku pembantu Presiden.

Sementara itv, terkait dengan Komisi Pemberartzsan Korpsi (KPK) dalam proses
pamberantasan korupsi di Indonesia, peru dinyatakan bahwa Komisi tersebut menupakan oman

negara yang sama sekali lerpisah dar pemeriniah. Sebab, KPK merupakan ogan yang
independen {independent agancies).

Kaitannya dengan pemberantasan korupsi, maks tidaklah tepat jika kemudian pemerintah
mengklaim kerja-kenja KPK sebagat bagian dari kefja apalagi prestasi pemenintah.

Il. METODE PENELITIAN

2.1, Sumber Data




Laporan ini disusun menggunakan data pemberitaan di mediz massa, bak cetak maupun
elekironik (onfing). Selain itu juga darf beberapa hasil kajian, baik dikikukan oleh PuKAT Korupsi
FH UGM sendin atau lembaga lainnya, Kesemuanya dihimpun unfuk kemudian dianalisis dalam
laporan singkat ini.

22 Waktu Penalitian

Penglitian ini diakukan selama dua bulan, yakni sepanjang Juni - Juli 2008,

ll. LANGKAH PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

3.1. Kebijakan Presiden yang Berdampak Pada Pemberantasan Korupsi

Merupzkan kebijskan yang diambil Presiden guna mendorong dan mempercepat upaya
pemberantasan korupsi. Sepanjang fahun 2004-2000, sejafinya ada banyak kebijskan yang
diambil oleh pamerintzh. Namun, dari semuanya, PukAT Korupsi FH UGM melihat ada figa
kebijzkan pemerintah yang memiliki dampak secara langsung terhadap proses pemberantasan
kon:psi.

1 tnpres No. 5 Tahun 2004 | Perintah Presiden Penerbilan Inpres ind
2004 terhadap instonsi yang pads rulanya merupakan
ada di hawshrya uniuk angin setar bagi
mempercepat pemberantasan konps.

pembarantasan korupsi. | Nemun dalam

tidak berjalan efektif,
2 | Keppres No, 11 tahun 2005 | Linbuk mensinenyskan Dish banyak kalangan bim
2005 upaya permberantasan tersebut dindai fidak
krupsi, Presiden cukup stretegis. Ot slsi

membseriuk tm khusus 1ain, prasltasi yang
yang dinamai dengan ditunjukkan Tivdzs Tipikor

Timlas Tipikor. juga tidak hegiy
“mencer”.

3 |PPNo.37Tahwun 2006 | 2006 | PP i memupakan ravisi Dengan keluamya FFP
atas PP sabeluminya. FIA006, pemnerinlzh
Dengan adavys PP dicap tidak peka dengan
3712006, maka lurjangan | kondisi rakya! yang
anggota CPRD se- sedang kesusahan. Di shyi
Indonasia menjadi naik. {ain, PP farsebut uga

melanggar sejumiah
peraturan termasuk UUJ
Tipikir.

Berikut adalah ulasan dan catatan kritismya:

A Instruksi Presiden No. 5 Tatiun 2004

Tanggal 9 Desember 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono {SBY) menetapkan har
tersebut 2ebagai har anfikorupsi nasional dan sekaliqus mengeluarkan Inpres No, 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres terdii dari 10 instruksi umum dan 11
instruksi khusus.




Instrukei umum ditujukan ke hampir 500 inlansi pemerintah (bak di pusat maupun di dasrah),
Sedangkan instrukst khusus diglamatkan kepada Menko Ferekonomian, Menkeu, Bappenas,
Men.PAN, Men.Hukum dan HAM, Kementian BUMN, Mendiknas, Mengkofindo, Jaksa Agung,
Kapoln, Gubernur, Bupati dan Watkota. Adapun inti dan dikeluarkannya Inpres No. 5 Tahun
2004 tersebut adalah untuk mempercepat pemberantasan kompsi di Indonesia,

RAN - PK dan Komoney

Satu langhkah penting pelaksanaan Inpres No, 5 tahun 2004 adalah ketika Bappenas menyusun
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi {(RAN — PK).

Dilihat dari konsepnya, apa yang termuat dalam RAN - PK sudah sebenamya cukup ideal.
Tercatat, ada empat tema yang diusung RAN - PK, yakni: pencegahan, penindakan korupsi,
penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, serta monitoring dan evalusi
pelaksanaan RAN - PK. Untuk melaksanakan RAN - PK, pemerintah membentuk unit-unit keda.
Hingga Pebruar 2005, tercatat ada 92 unit kerja, tendii dari 18 Kementesian, 14 Lembaga
Pemarntah Mon Departernen, KPE, KON, dan PPATK,

Dalam instruksi khusus Inpres Ne. 5 Tahun 2004 angka ke-4 hurd &, Presiden mencgaskan
Men.PAN untuk mengkoordinir, memenitoring dan mengevaluasi pelaksanaan inpres lersebut
Sebagal findak lanjutnya, MenPAN kemudian membentuk Komonev {Koordinasi, Monitoring
dan Evaluasi) yang terdin dan sekretarat dan Pokja Komoney. Untuk Pokja, unsur yang ada df
dalamnya adalah Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha.

Catatan Kritis

Salah satu litik lemah dan Inpres Mo, 5 Tahun 2004 adalah sfatnya yang hanya menjadi
semacam “anjuran” bagi para pejabat d bawzh komandp Presiden. Karenanya, bukan mustahit
Inpres tersebut hanya akan dianggap sebagai anfuran bedaka sehingga pada akhimya kera
keras Bappenas yang menyusun RAN-PK serta upaya MenPAN unfuk mengkoordinasi,
memonttorng dan mengevaluasi Inpres tersebut akan sia-sia.

Diiikat dari hasilnya, petaksanaan Inpres Mo, 5 tahun 2004 dianggap masih jauh dan harapan.
Pada tahun 2005, dari sekitar 500 instansi {pusat dan daerah) yang menjadi pelaksana Inpres,
bam 27 instansi {5.4%) yang baru melaporkan aklivitasnya sesuai dergan format SE Men PAN
Ne. 245 tentang Pefaporan Pel:ksanaan Inpres No.5 Tahun 2005. Dari sint terbaca bahwa meski
sudah ada instruksi langsung dari Presiden, akan tetapt di tataran praksis hal ilu tidak berjalan
dengan baik. Persoalan klasik berupa buruknya pengelclaan birkrasi lagiHagi patut diluding
sebagai penyebabnya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa Inpres No. § tahun 2004 cenderung ramai di levet wacana dan
sesumbar politik permerintah. Sebaliknya, Inpres tersebut sepi dafam fataran impletnentasi.
Dalam konbeks inilah upaya Presiden mempercepat pemberantasan koripsi barhenli pada
tataran wacana. Dengan tidak berajalannya tnpras, hal itu febih dari cukup untuk dijadikan dasar
bahwa Presiden SBY gagal menghoordinasikan aparat yang ada di bawahnya untuk bersinergi
memberantas Konpsi.

Sepanjang lima tahun terakhir, kita masth dengan sangat mudsh menyaksikan kebpbrokan
kinerja bifokrasi. Bahkan, tertalu sering rakyat negeri ini mendengar kabar tentang diungkapnya
kasus korupsi di instansi pemenintah {baik pusat maupun daerah). Dani sini, tak bisa disangkal
bahwa secara substantf, Inpres No. 3 Tahun 2004 belum juga mencapai fitik keberhasilannya.




B. Pembentukan Timtas Tipikor

Tim Kpordinasi Pemiberantasan Tindsk Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) dibentuk melalui
Keppres Mo. 11 Tahun 2045, Tim yang merupakan gabungan dan unsure Kejaksaan, Képolisian
dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BFKP) mi diketuat oleh Hendaman
Supandjl.

Adapun tugas Timtas Tipikor adadah: {(a) melakukan penyalidikan, penyidikan dan peduntutan
sesual ketentuan hukum acara pidana yang berlaku ferhadap kasus darvatau indikagi tindak
pidana korupsi; {b) mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukah tindak
pidana korupsi, serla menelusuri dan mengamankan sefurub aset-asetnya dalam rangks
pengembalian keuangan negara secars optimal, yang berkaitan dengan tugas schagaimana
dimaksud pada huruf a. Kemudian, untuk mendukung tugas-tugasnya, Timtas Tipikdr dapat
bekerjasama dan‘atau berkcomdinasi dengan BPK, KPK, PPATE, KON, dan juga instansi
pemerintah lainmya.

Parjalangn Timtas Tiplkor

Dbentuk pada 2 Mai 2005, masa kerja Timtas Tipikor berakhir dua tahun kemudfan.
Fembentukan tim khusus ini disambut dengan reaksi beragam oleh masyarakat. Ada yang pro

lstapi juga ada yang konira,

Dalam menjalankan tugasnya, Timtas Tipikor berhasi mengusut sejumiah xasus korupsi.iSatu di
amaranya adalah korupsi Dana Abadi Umat {DAU) yang menyeret mantan Menteri Agama Said
Agil Al Munawar. Datam kasus tersebud, Sakd divonis lima tahun penfara,

Dikhat dani sisi assef recovery, Timias Tipikor pada tahun peramanya mengkatm herhasi
menyelamatkan uang negara Rp 2,7 #ilivn. Sedangkan pada tzhun bertutnya, jumigh kas
negara yang dismankan nalk menjadi Rp 3,95 friliun,

Menurut pengakuan Hendarman Supand)i, perkarz yang masuk ke Timtas Tipikor melalul
Sekretaris Kahinet sebanyak 45, Menteri BUMM dua kasus dan laporan masyarakat 233 kasus.
Dati jumlah ersebut, yang ditangani hingga eksekusi hanya ada tujuh kasus. Selebifinya, dua
kasus daiam tahap banding dan 11 perkaras dalam fase penumtutan. Kemudian, untuk level
penyidikan ada 13 kasus, Sedangkan penyelidican 39 kasus.

Untuk kasus di daerah, tercatat hanya ada Salu laporan yang diproses hinoga pubusan.
Selebihnya, 25 kasus dalam lahap penuntutan, 26 kasus masih disidik, dan 141 perkara sedang
daiam penyelidikan. Total laporan yang masuk i daarah sebanyak 208 kasus.

Catatan Kritis

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, pembentukan Timtas Tipkor menual pujian sekgliqus
kritkan dan sejumlah kalangan. Bila difihat sekias, langkah . menunfukkan tikad baik
pemerintah. Sebab, salah satu misi dibentuknya Timizs Tiplkor adalah unfuk mensinergiskan
aparat penagak hukum dalam menanganl perkara komupsi. Seperi diketabui selamis ind,
penanganan kasus konupst sering terhambat ofeh birkrasi dan juga minimnya koordinasi Antar-
aparzt penagak hukum,

Namun demikian, pembentukan Timtas Tipikor juga menyimpan sejumlab catatan. Perama,
hadimya fim tersebut justrt menunjukkan bahwa kinerfa Kepoiisan dan Kejaksaan dadam
memberantas korupsf lemsh. Cara inslan dengan membentuk tim 2d hoc sepert Timtas Tipikor
justru tidak efeldif dan kurang strategis. Kedua, jika muaranya adalah tetap pada aparat periegak

4




hukum konvensiond, maka akan keblh pas jika pemefintah memperkuat lembagadembaga
tersebut, Alokasi danz untuk Timtas Tiplker dapal digunakan unfuk meng-upgrade kinerfa aparat
penegak hukum—Kepalisian dan Kejskszan—serta peradilan.

membentuk tim khusus. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Presiden p bisa
memenintahkan instansi yang ada di bawahnya untuk berkoordinasi secara intensif. Bfa perlu,
untuk mengatasi persoalan ni bisa dibuat standar operafing procedure (SOP} fersendin,
Ketiiakan seperti ibr akan lebit efeklil karena sifanya berkesinambungan dan tidak lemporer,

Kemudian, terkail dengan masalab keordinasi, sejsfinya hal ity bisa dilakukan ta|:§ har.s

Dalam menjalankan tugasnya, Timtas Tipikor ldak lepas dai intervensi polifik. Seiul sajz
misalnya sast tim yang dipimpin Hendanman ftu tak bisa langsung memeriksa dugaan kdrupst di
Sekrelariat Negara, Sebagairana diketabui, Timtas hanis menunggu hasil audit BPK wang tak
kunjung usai. Adanya indikasi keferdibatan “orang dalam™ diduga menjadi penyebab tak kunjung
beresnya penangan kasus tersebut.

Kemudian, meski sudah melakukan sejumizh aks), dan sebagian berhasil, akan tetapd kinerja
Timizas Tipikor secara kesefuruhan dianggap masih mengecewakan.

Berdasar catatan 1CW, ada sekilar 24 kasus korupsi di BUMN yang ditangani Timtas ipiker,
hanya sekitar 4-6 kasus saja yang sudah dibawa ke pengadilan. Kemudian, difihat dari bedsamya
kasus korupsi yang ditangani, Timtas Tipikor nyanis miskin prestasi. Tak ada safu kaspis "hig
fish® yang sukses berhasi diserst ke meja hijau. '

Dari catalan di atas, agak sulil rasanya mensmukan signifikansi dari dibenfuknya Timtas Thoikor.
Sebaliknya, tim yang dibenfuk $ecara khusus untuk durasf dua tahun it justn: n
banyak cataten. Apalag, pasca dibubarkannya Timias Tipkor, upaya menshnergiskan kinerja
aparal penegak hukum dalam memberantas korupsi hingga kini masih juga belum kedihatan.

C. PP No. 37 Tahun 286

Buan November 2006, Presiden S8Y menerbitkan PP Mo, 37 Tahun 2006 tentang Kedugikan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Pedy dicatat, PP tersebut menupakan
revisi kedua stas PP No. 24 Tahun 2004. Sebelumnya, Presiden juga telsh ukan
perbaikan dengan PP No. 37 Tahun 2005. Adinya, dalam kunm wakiu dua setengah [ahun,
Presiden fefah menetapkan tigs kali peraturan pemedintah lentang protokoler dan kewangan
anggota DPRD. Perubahan peraturan yang terlalu cepat ity menunjukkan carut-marutnya aturan
pendanaan kembaga perwakilan,

Dengan kelawnya PP 37 Tahun 2006, pendapatan para wakil rakyat di daersh nafk signiikan.
Salah satu item pemasukan ity adalsh pada tunjzngan komunikasi intensif dan dana operagional
yang dibertakukan secara surut sejak 1 Januad 2006. Bifa dinitung secara kasar, dengan|rata-
rata pemasukan Rp 100 juta per orang untuk kurang lebih 17.000 anggota dewan 4l sgluruk
Indonesia, maka uang negara yang terkuras sebanyak Rp 1,7 trliun,

Padahal, angka rupiah yang akan digelonforkan ke anggota DPRD mash akan bertaribah
dengan adanya lunjangan kesejahteraan berupa pemberian jaminan pemeliharan kesehitan,
pakaian dinas,.dan biaya yang ditimbulkan dan peralanan dinas. '

Dengan besamya pundi-pundi negara yang akan lerkuras akibat keluamya PP 37 Tahun 3065,
maka tak mengherankan jtka resistensi masyarakat sangatiah besar. Bahian, akst penolikan
datang deii berbagal kalangan di nyaris semua penjun nusanlarz,



Catatan Hﬁﬁs_

Ferspalan yang teradapat dalam PP 37 Tahun 2006 dapat dillhat dar tiga aspek. d, dan
aspek politik perundang-undangan. Pembentukan PP tersebut sangat senfralistik dan gligarks,
Selain Hu, dithat dari substansinya, PR 37 Tahun 2006 merupakan pembenaran sepihzk atas
kehendak elt, Dalam konteks ki, pemerintzh terfihat abai dengan aspirasi masydrakat di

tingkatan grass oot

Kadlugaspek ekonomi. FP 37 Tahun 2006 merupakan semangat desenlralisasi ! yang
menjadi tem penting dalam era skonomi. Di samping fu, PP tersebut cenderung

sistem keuangan daerah, menimbulkan kerugian pembangunan dacrah sangat be
menimbulkan ketiopangan dan kecemburuan.

Kofigaaspek antkorpsi, PP 37 Tahun 2006 nyata menunjukkan indikasi dfscrefionany
comupon.Bila dibubungkan degan Pasal 2 ayat (1) UL 31 Tahun 1999 tenfang Tindak|Pidzana
Konipsi, lindakan Presidan dapat dikualifikasikan telah memenubd umusan delik korupsi.;

Unsur medawan hukum telah terpenubi karena PP lersebut terbukli melanggar sdjumiah
ktenuan wndang-undang. Secara verfikal, PP 37 Tahun 2006 melanggar UU No. 28| Tahun
1999 fentang Penyeienggaraan Negara yang Bersih dari korupsi, Kolusl dan N me.
kemugdian, UL Mo. 17 talum 2003 fentarg Keuangan Megara, UL No. 1 Tahun 2004 g
Perbendaharaan Megara, UL Mo. 10 Tahun 2004 tenfang Pembentukan Peraturan Perupdang-
Undangan, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan LU No. 33 tah 2[:-!}4
lertang Perimbangan Keuangan Pusst dan Daersh. ;

pemerintah lzinnya, Di antaranya adalah: PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke
Daerzh, dan PP No. 68 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Perpu,
Peraturan Pematintah, dan Peraturan Presiden. .

Selain itu, secara horizonta, PP 37 Tahun 2008 inkonsisten dengan sejumish pejElaran

Untuk unsur berikutnya, yaitu mergikan keuangan danfmtau perekonomian negara, BP 37
Tahun 2006 juga sudah memenuhinya. Buktinya, dengan keltamya PP jtu, sejsmiah daerah
mengalami defisit Fendapatan Asli Daerah (PAD] hanya karena untuk membayar tun; an
berdasarkan perintzh PP 37 Tahun 2006.

infinya, dengan keluamya PP 37 Tahun 2006 tersebud, bukannya kuslitas anggota n di
seluruh lndenasia yang membaik, akan tetapi jusrmu persoalan banr yang muncuf & perm

Dalam kaitannya dengan pemberantzsan korupsi, langkah eksekulf iy fustru menci kan
peliany kompsi baru bagi anggeta DPRD. :

3.2. Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Undang-Undang Antikorupsi

| Pada Dasembar 2006, | Pemerintah lamben dalard
MK memutuskan menyusun RUL), Sejak |
eksistensi pangadilan dipubss MK pada !

RUU Pengadian
Tipikar

Thpikor bertentangan Desember 2006, !
dengan LILUD 1845 peamerintah ban :
salama lidak diatur mengapian draf RUU |

tersendin dengan UL Fengadian Tipikor ke
Karena kulsh Presiden | DPR pads Agustus 2008, |
dan DPR diberi wakl liga | Selain #u, dref yang




[

tahun Wituk memyusun digjukan pamerintah jugsa
UL Pengadian Tipior. manganduny sefuml
fasaizh

2 | UU Mzhkamah Agung 2008 | Secaatiba-bba, UUMA | Pemenntah rmenduku
dibighas oieh DFR dan perpanjangan usia halim

pemerintah, Meskl agung hingga usia 70
diprotes hanyak kalangan, | tahun. Di luar reateri U
| UL) MA tetap disghkan, | MA, pemerintan di

Bertwt adadah ulasan dan catatan kritisnya:
A RUU Pengadilan Tipikor

Pada 19 Cesember 2006, Mahkamah Konstitusi (M) membuat satu gebrakan| besar.
Mahkamah mengabulkan ufi materil Pasal 53 UL No. 30 Tahur 2002 tentang ¥FK. ntinya,
lembaga yang kala Hu diketual Jimly Asshiddigia menyatakan bahwa Pengadiian Trpl vang
eksistensinya diganfungkan di UU KPK bertentangan dengan ULD 1945, .
Dalam putusannya, dengan maksud agar ke depan Pengadilan Tipikor tetap “konstitu onal”,
maka MK memberikan tenggat wakiu bagl pembeniuk undang-undang {DPR dan P )
untuk merampungkan UL Pengadilan Tipfor, Adapun wakiu yang dibsrkan MK adal h tiga
takun sejak putusan dibacakan (hingga 19 Desember 20049).

Waidti liga tahim yang diberikan MK sejatinya bukanlzh waidu yang lama. Namun, smg: atnya

bakerja sangal lamban. Bahkan, pada 7 Juil 2008, Dewan pemtakilan Daersh [CPD)
sural resmi ke Presiden dengan maksud mempertanyakan lambannys penyusunan
pengadilan Tipikor, Kala ilu DPD khawatir pembahasan RUU pengadilan Tipikor fidak elesal
hingga batas wakitu yang disediakan MK, :

Pada bulan Agustus 2008, pemerintah akhimya menyerahkan draf RUU Pengadilan Tipikor ke
DFR. Ini berarli waktu sisa yang dimilii OPR untuk membahas RUU tersebut kurang dan 1.5
tahun lagi, Dalam banyak kesempatan, thm pemerintah beralasan bahwa lamanya wakiul yang
mereka butuhkan unkuk menyusin RUU disebsbkan oleh mumitnya meteri yang |akan
dimastkian dalam RUL tersebut .

Catatan Kritis

Meski sangat lambat, sejatinya RUU Pengadilan Tipikor versi pemerintah mengatami kemgjuan.
Misalnya, pemerinlah memasukkan beberapa pnnsip Konvensi PBE tenlang Pernbe n
Korupsi ke dalam draf RUL itu. Ot samping ttu, RUU juga memperlugs pengertian suap ke dalam
ranah kongsi. ;
Namun, di saat yang sama, substansi RUU tersebut fuga menyimpan sejumiah problema, Koalisi
Pemantau Peradilan (KPP} mencatal setidaknya ada 20 persoalan dalem RUU yang itv justru
justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsh. Sebut saja misalnya tiadanya gasal
yang tidak mencantumkan ancaman pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi. |

dengan karuptor, Hal ini 2ntara lain terlihat datam ketentuzn yang menyebulkan pelaku kg
di bawah Rp 25 juta Bdak akan dikenakan sanksi hukurn, jika pelaku menyesal

Selain itu, dalam draf RUU Tipiker yang dibuat pemenintah terdapat indikasi adanya komp. E
I
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mengembalikan uang hasil korupsi tersebut. Samz bermasalzhnya, RUL tersebut dksanraI'lr]uga
didisain untuk mengurangi kewenangan I{PK _ |

Parsoalan lain yang patut dicatat adalah mengenai kompisisi hakim ad hoc Sebagai
versi pemerintah (yang saat ini dibahas DPR), jumiah hakim ad hoc tidak distur s
Kehalikannyz, keberadaan hakim ad hoc menjadi terancam karena RUY tersabut

bahwa yang berwenzng menentukan komposisi majefis hakim adalah Ketua Pengadilay Tipikor

koruptor. Lalu, apa pdinya jika i masa datang eksistensi hakim ad hoe jusiu direduksi
pemefintah dan DFR. i

Dalam konteks wiah, pemefintah memilki andl yang besar atas ketidakjelasan nasib
Pengadilan Tipikor di masa mendatang. Karenanya tidak berebihan jika kemudian pemerintah,
dengan Presiden SBY sebagai pucuk pmpinannya, diarggap turut mamardulkan upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebuah sikap yang tentu sgja sangal kontras dendan janji
yang diungkapkan Presiden SBY di masa-masa awal kepemimpinannya,

|
|
B. RUU Mahkamah Agung i

Di akhir tahun 2008, tepatnya pada tanggal 18 Desember, DPR dan pemerintah setuf urtuk
mengegahkan RUYJ Mahkamah Agung (MA). RUU tersebut adatah revisi UU No. 5 Tahug 2004.
Cleh pemerintah, RUY yang telab disapakati tersebut kemudian diundangakan marjadi YU No.
3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pembahasan RUU MA oleh DPR dan Fresiden sebenamya merupakan langkah yang
dipaksakan, Gefala tersebut sangat terdihal dari begilu tergesa-gesanya kedua belah pihak yntuk
merampungkan RUL MA. Padzhzl di saat yang sama, DPR dan pemerintah berse untuk
membahas paket undang-undang kekuasaan kehakiman {6 MA, MK, dan K} secam simtiftan
agar keliganya sinkron.

Wamun yang tedjadi pstru sebalikinya. PR dan pemenntah melakakan maneuver dengan'hanyra
membahas RUU MA saja. Adanyza kepentingan politik jangka pendek disinyalir menfadi giasan
kuat dibalik pengesahan terseing.

Catatan Kritis i

Pembahagan RUU MA di banyak kesempaian dikrifik oleh sejumiab kalangan, Salah satyi poin
krusial yang dipersoalkan adalah terkalt dengan perpanjangan usia hakim agung dari 65 fahun
menjadi 70 tahun. Persoalan kacaunys peradian kita, temasuk juga di MA, menjadi alasan
yang rasional untuk menolak perpanjangan usia tersebut. Tedebin, dengan perparjangan usia
terzebut, maka dapal dipastikan akan banyak hakim agung yang semesetinya memasuly usiz
pensitinnya akan menjabat kembali. Di titik inilah persoalan ketidakpercayaan pada ‘orang lama®
dan regenerasi hakim agung tunit melengkapi derertan masalah RUL MA.

Jika dilelusur kembali, maka akan tedihat sebenamya siapa pihak yang memiliki andil pesar
atas disetyjuinya perpanjangan usia hakim agung tersebut. Tercatal, pemenintah yang justr
menghendaki adanya perpanjang usia hakim agung dan 65 ahun menjadi 70 tahun. Darj sini,
dapat dilihat adanya indikasi bahwa pemerintah ingin mempertahankan *hakm agung fama"
yang bisa jadi dalam banyak hal akan berpihak pada pemerintah, Di sisi lain, perpanjangar] usia




tersebut juga akan menghalangi “aktor-aldor bans® untuk menduduki posisi hakim
Padahal di tangan merekalah harapan untuk diakukannya reformast peradilan diganankan,

3.3. Penyelesaian Adat Atas Dugaan Kasus Kerupsi

mn ais s i}
Presiden SBY

sus rmua d '
disidangkannya eks

kasus ini, SBY beria

penunjukan langsung

pengadaan alat
L@ya_dgpandi KPK.

Menten DKP Rochmin | secara khusus dengd
Dahuk. Dalam sebuah | Amien. Padaha ada
kesempatan, Amtien indikasi kuat kasus i
Rais mengaku masuk dalam tincak
mengatakan balwa ia | pidana korups,
dan semua cakin pencucian uang, pidana
Presigen 2004 pipres dan
menerima sliran dana | impaachment.

p— DKF' - —

2 | Yusrilihza Mahendra | 2007 | Yusd dipariksa KPK Kasus ini diselesaiakdn

Vs Taufiequrachman sebagai saks] dalam secara adat oleh

Ruki kasus korupsi Presiden 52Y dengar
pengadaan sistem mempertemukan Yus(i
identifikasi sidik jar o i tengan Ruki. Preaidep
Dep. Hukum dan HAM. | SBY menyatakan
Tidak terima dengan bahwa penunjukan
hal itu, la kemudian langsung yang
mengancam akan dilakyukan keduanya
melaporkan Ryki sudzh sesuai dangan
karena menyetujui aturan yang beraky,

Berikwt adalah ulagan dan catatan knitisnya;

A Amien Rais Vs Presiden SBY

Persoaizn ini muncul di tengah perjalanan proses hukum kasus korypsi dana non-
Departemen Kelautan dan Penkanan (DKP) dengan terdakwa mantan menteri CKP

Dahuri dan mantan Sekjen DKP EndinH Taryola.

L'
Fo

min

agung.

Kasus ini mencual ketika Amien Rais mengaku menenima dana DKP untuk digunakan dalam

kampanye pemilihan Fresiden 2004, Menund pengakuannya, semua cakon Presiden dan
Presiden termasuk pasangan SBY-JK juga menerima dana nonbudgeter DKP,

Atas pengakuan Armien tersebut, Presiden SBY meresponnya dengan menggelar konfs
pers di lstana Presiden. Di depan para wartawan, ia mengecam pemyataap Amien,
mengalakan batwa tuduhan yang dislamatkan kepadanya fidaklsh benar. Sebuah pemiy

daii SBY.

Wyakil

Fens
dan
tlaan



Namun, apa yang disampaikan Fresiden dari partai Demokraat ity tidak sejalan dengan bukti
dalam persidangan Rochmin Dahur. Di salsh satu alat bukti yang diajukan Ruch in, lelas
tertulis nama SBY-JK sebagai salah satu pihak yang meneqma dana “haram® DKP.

Dalam perjalannya, kasus inf kian memanas. Selain memyangkut persoalan politik {AnJl'ren dan
SBY), perkara ini juga masuk ke ranah hukum,

Sayangnyz, ending dani kasus fersebul adalah tefjadinya “perfamaian” antara Amien dan 3BY.
Sebagaimana diketahui, psrteruan 12 menit di Bandara Halim Perdana Kusuma menjai ajang
sallng ‘memaafkan” kedua tckoh fersebut Ujung-ulungnya, kasus yang sempat memanas iy
disepakati urtuk dibereskan di luar jalur ko, Di Gtk inilah Presiden SBY "menyuguh)® publik
dengan tontonan penyelesaian kasus “secara adat”, Sebuah langkah yang justru melemahkan
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,

Cataten Kritis

Apa yang dilakukan Presiden SBY di atas terang merupakan preseden buruk bagl upaya
penegakan hukum di Indonesia. Lebib parah lagl, langkah yang ditempthnya justru beriolak
belskang dengan spirit pemberantzsan korupsi yang sering digembar-gemborkannya.

Terhadap kasus di atas, kita bisa melihatnya dari beberapa aspek. Dalam hal ini, jika benar dana
nonbudgeter DKP tersebul mengalir ke kantong Presiden SBY, maka dipasthan bahwjrhal il
akan telah masuk dalam liga macam findak pidana, yakni: korupsi, pencucian uang dan tindak
pidana pemilihan Preskden.

Fertama, tindak pidana korupst. Penyslewenandan aliran dana DKP ferang memenuhi unsur
tindsk pidanz korupsi. Hal tersebut sesvai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahul: 1909
fentang Tipikor, Pasal fersebut menvatakar “sefiap orang vang melakukan perbuatan
memperkaya dirf sendin, orang lai, atau suatu kofporasi dengan cara melawan kukurl yang
dapat merugikan keuangan negara, dapat didakwa el akukan findsk pidana korups!

Dalam konteks ini, jika benar semua cakon Presiden dan Wakil Presiden ({termasuk
menedima dang nonbudgeter DKP, berarfi telah melakukan perbyatan memperkaya din
gtau orang (ain atau sualu kerporast, Kemudian, uniuk unsur medawan hikum, dapal il
penagunazn dana DKP yang tidak sesual hukum. Sebagaimana UL No. 23 Tahin 2003 t
Pamithan Prwdan, dana yang herasal dan pemaﬁmd'l bcdak tﬁpafkenankan digal

orang yang menerima atau manguasai: (3} penempatan, (b) pentransfersn, () pernbayaran, {d)
hibah, (g}, sumbangan, (f) peniiipan, atau (g} penukaran; harla kekayaan yang diketahuiny atau
patut diduganya merupakan hasll tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
5 (lma} tahun dan derda paling lama 15 flima belas) tahun dan dends paling sedikit Rp
10[?{!]3{}0&] {seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 {lima belas [miliar
upigh}.

Dan ketentuan di atas, jelas terfihat bhahwa aliran dana DKP “patut diduga” sebagai hasil frdak

pidana konipsi. Karena itu, meskipun sidang Rochmin masih beralan, semua plhak yang diduga
menefima aliran dana DKP dapat diperiksa dalam perkara penducian uang.

1t




Hofiga, tindak pidana pilpres. Jika benar adanya, aliran dana non-budgeler OKP kepada
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, maka hal tersebut lelsh melanggar Pasal
41 ayal {1} UU No. 23 Tshun 2003 temtang Femihan Presiden. Pasal tersebut anyinya:
“Paszangan calon diarang menerma sumbangan atau baniuan lain untuk kampanye yang
berasal dani: (a) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakal as(ng dan
warga negara asing; (b} peryumbang atau pember bantuan yang tidak jelas identitasnya; (¢}
pemadintah, BUMN, dan BUMD.

Dalam kasus ltersebud, dana nonbudgeter DHCF terang merupakan dana pemerintah. Dan
karenanya slapspun caton Presidan dan wakil Presiden yang menesima aliran dana dapat
dikatakan telah melanggar VU Pilpres.

Belain tindak pidana yang sudsh disebutkan di atas, kasus aliran dana DKP yang yeret
nama SBY-JK juga berkailan dengan ku impeschmert Sefidzknya ada dua ara
impeachmant yang terpenuhi dalam hal i, Unfuk tindak pidana pencucian wang, hal tgrsebut
telsh memenuhi kriteria “Bndak pidana berdt [ainnya”. Di samping ifu, jika benar adanya, |syarat
impaachment lainnya benupa findzk pidana korupsi juga telah terpenuhi,

B. Yusril lhza Mahendra Vs Tauflequrachman Ruki

Kasus bemmula saat Yusdl lhza Mahendra diperiksa KPK sebagal saksi dalam kasus proyek
aifomatic fngerprinls entification systerm (AFIS} tahun 2004 di Dijen Administrasi Hukumn
Umurn {AHU} Depkeh dan HAM. Yusril yang kala ity menjabat sebagai Menter Hukum dan HAM
diperiksa karena menyehjui panunjukan pengadaan proyek AFIS. Dalam proyek SEn;ra‘r Rp
18,48 miliar itu, diduga neqgara dinggikan Rp § miliar,

Tidak terima dengan perakuan KPK, Yusril ganti menyerang balik ketuz KPK Taufiequrrahman
Ruk. Dalam satu kesempatan, Yusif menyatakan, "Kalal kasus ini (penunjukan langsung) di-
pemmasalahkan, saya akan jadi saksi pelapor agar Ketua KPK dipeniksa [uga”. Datam hal ki,
Yusril mampermasalahkan Ruki karena pernah menyetujui penunjukan fangsung untuk grovek
pengadaan atat penyadapan «PK.

Maski sempat memanas, parseteruan Yusnl dengan Ruki akhimya selesal dengan cara “ddmai”.
Sebagaimana diketatwi, perdamaian keduznya terjadi selefah Presiden SBY mempertemukan
keguanya.

Catatan Kritls

Pertermuan Yusril dan Ruki yang difasititasi Presiden SBY berakhir dengan ‘perdamaian”,
Setelah melakukan pembicaraan dengan keduanya (Yusrl dan Ruki), SBY mengatakan bahwa
penunjukan langsung yang ditakukan keduanya dianggap benar secara hukum. Alasafnya,
dalam keadaan tertentu, penunjukan langsung memang dibenarkan.

Langkah yang ditempuh Presiden SBY tersetut tentunya sangat disayangkan. Pasalnya) apa
yang diakukan ity sudzh mencampur preses hukum, Jika memang SBY memiliki komtmen
untuk memberantas korupsi, maka semestinya ia Bdak “ikut campur® dalam proses pang
dijglankan aparat penegak hukum, Sebagaimana yang dilzkukan SBY dalam kasus Yusfil vs
Rukf, hal tersetiut nyata membuat proses hukum beqjaian dengan tidak jernih lagk

Lagi-lagi dalam kasus di atas SBY memperlihatkan cara penyelasaian kasus di luar jalur iilfgasi
atav “secara Efdal‘. Dengan langkahnya itu, seolzh-olah semua persoalan hukum yang
menyangkul pejabat di sehkitar SBY tak mesh memalui proses hukum, tetapi cukup dengan
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‘perdamaian” oi luar pengadilan. Parabnya lag, cara penysiessian masalah seperti i pada
giliannya justru memandegkan upaya aapal penegak hukum untuk mengungkapnya|secara
independen. ' )

V.  Upaya Melemaltkan KPK di Era Presiden SBY

adanya KPK ftahun 2003), sudah bamyak kasus korupsi diungkap di persidangan. Perfahan
namun pastl, KPK muiai menunjukkan performanya. Meski masih penub dengan
lembaga tersebut mampu menunjuikan "kelasnya® dengan berani mengungkap sejimizh| kasus
besar. Tak hanya itv, KPK juga mulai masuk pada wilayzh-wilayah yang sensitif, Tercat
tahun 2008, KPK mulai berani membongkar kasus korupsi yang melibatkan aparat
hukum dan juga anggota DPR. Sebuah fakta yang di era sebelumnya belum pemah terjad

Beberapa tahun beiakangan, upaya pemberantasan korupsi ¢ Indonesia tequs d?gdakka:i:]di

Sikap tegas KPK disambut posilif oleh banyak kalangan. Tak jarang, kesuksesan KPK di
oleh pemerintah seboga bagian dan komirrennya dalam memberantas korupsi. Nam
sechkl pula pihak yang terusik dengan kinefa KPK. Hadinya KPK dituding meng
"skgistensi dan kepentingan” mereka. Db fifik Infah upaya mefemshkan KPK mylai dilaKukan,
Istilah comuptors fight back sering dijadikan [abel uniuk menyebtt gerakan serangan bali para
koruptor.

Upsarva melemahkan KPK bisa dilihat danl banyak cara. Df antaranya dengsn melakukan jydicat
raview U1} KPK, Kajian akademik, penclzkan kenaikan anggaran KPK cleh DPR, penarikan
persons!  sefumnlah lembaga vang diperbantukan ke KPK, mempersoakan kewenangan
penyadapan KPK dan juga pembajakan proses i and proper test pimpinan KPH.

Pemerintah Lamahkan KPK
Upaya melemahkan Kinerfa KPK rupanya juga datang dani pemerintah. Dalam kasus mutik‘{lfr,

hal itu bisa dilthat dari stafeman! Presiden SBY tentang kewenangan KPK yang dianggabnya
teralu besar, upaya BPKP mengawdit KP¥, dan juga rivalias KPK vs Poir,

Unluk yang pertama, yakni stafemenf SBY tentang besamya kewenangan KPK, ha| il
sebenamya tidak perfu dilakukan, Terdebih pemyataan iy dikikukan di szat KPK sedang d:%m
hanyak kalangan karena sdah seorang pimpinannya, yakni Antasan Azhar, teribst kdsus
pembuavhan.  Pemyataan SBY justn menunjukkan bahwa ia merasa ‘terusi’ dengan
kewenangan yang dimbikl KPK. Padaha dengan kewenangannya itiah KPK beryasi)
membongkar banyak kasus besar,

Di sisi lain, sfefemart SBY justry kontra peodukdil dengan slogannya selama ini, yakni
melanjutkan pemberantasan korupsi. Sebagal Presiden, sudah semestinya SBY menduking
upaya intensif yang dilakukan KPK. Namun yang dilakukanaya justru sebaliknya, yakni memiuat
opini yang oleh pulsik ditafsickan sebagal upaya unfuk menggembasi KPK selaky le
suparhody.

Kemudian, upaya melemehkan KPK baru-bare ini juga datang dari BPKP. Entah dari mana
ceritanya, lembaga terssbut berencana melakukan awdit kinerja BPKF. Scbagaiamdna
diketahui, BPKP adalzh instansi di bawah eksekulif, dan karananya kewenangannya uﬁ
mengaudit hanya terbatas pada institusi pemerintah saja, Oleh karsna itu langkah BPKP u

mengaudit KPK adalah langkah yang janggal dan tidak bisa dibenarkan.




Banyak pihak mensinyalir niztan BPKP fu datang setelsh Presiden memberikan instruksi.
Terkait had ity, Ketua BPKP Didi Widadi mengaku bahwa rencana audit KPK adsl
perntah Presiden. Mamun di lain kesempatan, Presiden SBY membantah pemyataan
0 itk imi, poblik dibuat bingung, siapa sebenamya yang berinisiatil mengaudit KPK? kpakah
i infsiatit BPKP ataukah alas dasar perintah Presiden? Namun dart sejumiah indikasi yang
ada, rasanya agak sulit diterima jika BPKP berperak tanpa ada Instruksi dan Presiden|secara

langsing.
Oleh karena itu, jika benar Presiden SBY memeintzhkan BPKP mengaudit KPK, mLka jal

tersebut jelas metupakan bencana bagi KPK, Sebab, eksekutif sudah mulal mencampun busan
KPK selaku lembaga negara independen.

[N Juar dua persoalan di atas, masih ada satu lagi upays melemahikan KPK, yakni rivalilas KPK
w5 Poli, Dalam konbeks ini, Polr mencoba masuk ke jantung pertahanan KPK. Hal itu bisaldtlihat
dar upaya Polri memerksa Wakil Kefua KPK Chandra M Hamzab dalam kasus pernbubuhan
Nasrudin Zulkamaen, Dalam hal mi, Chandra dijedikan sebagal saksi ferrart upaya KPK
menyadap Rani Juliani fan Masnidin. Dan kasus pembunuhan Nasrudin inilah disinyali
Polri mulai masuk untuk metrpenmasalahkan wewenangan KPK dafam mefakukan peny
Ada semacam upaya untuk mengknminalisasikan kewenangan peryadapan yang dimiik} olsh
KPK.

V.  KESIMPULAN

Dan waian di atas, dapat ditartk kesimpulan sebagai berikut. Parfama, untuk kebijakan Pragiden
yang berdampsak pada pemberantasan kompsi tercatat ada: Inpres No. 5 tahun 2004 ¢
Percepatan pemberantasan Kompsi, Keppres No. 11 Tahua 2005 tentang Pembenbykan Ti
Tipikor dan PP No. 37 Tahun 2005 tentany Kenaikan Turisngan ANggota DPRD. Unfuk
No. 5§ Tahun 2004 dan Keppres No. 11 Tahun 2005, sefatinya hal tersebut mefupakan upaya
untuk meningkatkan kugtas pemberantasan korupsi Namun dalam tafaran pelaksanpan,
keduanya tidak beralan sebagaimana yang diharapkan public dan masih menyisakan ibanysk
catatan, Sementara untuk PP No. 37 Tahun 2008 justru merupakan biunder pemeritftah.
Kebszjakan tersebut dalam banyak sisi malah bempotensi menciptakan peiusng korupsi bang,
khsusunya bagi para anggota DPRD di seluruh indonesta.

Kedus, peran pamerintah galam pambentulean undang-undang antlkoripsi, Pada level inf?sgg
dua poduk Jegisiasi yang disorod, yakni RUU Pengadilan Tipkor dan UU No. 3 Tahun
tentang Mahkamah Agung.

Untuk RUL) Pengadilan Tipikor, pemerintah terbukti lamban dalam menyusun RUL fersebut| Di
sist lain, masih ditemukan sejumlsh persoalan substansit yang disnggap bermagalah, Dan
indikasi tersebut, Nampak pemenniah tidak cukup berkomitmen dalam mendesaian updya
pemberantasan kofupsi di masa datang. Semenltara iy, untuk UL Mahkamah Agung, komi
pernefintah juga patut dipertanyakan, Sebab untuk isu paiing krusid, yakn: perpanjangan
“hakim agung, justre dar pihak pemerintah lah yang mengusuikannya, Satu bukii dima
pemerintah “emggan’ untuk segera meisfomas; MA.

Kedfiga, penyclesaian adat atas tugasn kasus korupsi, Setidaknys ada dua Kasus vang disoroti

Ruki. Sebagaimana diyraiakan di awal, keduanya diseigsaikan secara adat oleh Presiden S8Y.
Dalam konteks iniah, langkah yang dilakukan SBY justnr mengintervensi proses hukum ya

mesting dijalankan oleh aparat pemegak hukum. Keempat =da upaya pemerintah unt
mefemabkan KPK. Di antamya adalah sfafement Preisden SBY yang mempersoalkan besam




kewenangan KPK, upaya BPKP mengaudit KPK, dan upaya Poli untuk mempersoalkan

kewenangan panyadapan KPK.

Dar kesimpLlan di atas, dapat ditarik benang merah bshwa seiama lima tahun terakiyr {2004-

209}, kingfja atau langksh pemerintah dalam mendukung pencgakan hukum kasus
pemerintah Masih jzuh dari memuaskan.

Salam Antikorupsi
Yogyakarta, ¥ September 2009
PUKAT Korupsi FH UGM

Zainal Adfin Mochtar (081584377765}
Hasrul Halii {087539211605)
Eddy 0.5. Hiariej (08157934004)
Totok Dwi Diantoro 08122963906}
Mailinda Eia Yuniza  (081227103385)
Hitidzil Alim {085643264320)
Danang Kurniadi (0R9B5074972)

korupsi
masih belum maksimal. Bila dihubungkan dengan ekspekfasi publik, 2pa yang qilakukan

Pusat Najian Antli Korups!
Taip : (0274} 515217, 7467008
Blok E12 Bulaksumur, Caturtungg:, ! I Welrsite: wew.pukathoripel.org
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